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Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang disusun untuk menganalisis
penggunaan konsep nominee agreement dalam kepemilikan tanah maupun saham oleh Warga Negara Asing
di Indonesia. Dimana di dalam kepemilikan tanah, Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang
Pokok Agraria menyebutkan bahwa selain Warga Negara Indonesia dilarang memiliki suatu Hak Milik
dengan apapun caranya. Sedang dalam kepemilikan saham, terdapat batasan Warga Negara Asing untuk
menguasai saham dan kegiatan usaha yang tertutup bagi penanam modal asing. Batasan ini memicu adanya
praktik konsep nominee agreement di Indonesia sebagai bentuk penyelundupan hukum, dimana Warga
Negara Asing sebagai beneficiary meminjam nama Warga Negara Indonesia sebagai nominee untuk
memperoleh hak atas tanah/saham. Sehingga hasil penelitian ini adal ah terdapatnya permasal ahan hukum
karena konsep nominee agreement dilarang dalam sistem hukum di Indonesia. Beberapa putusan pengadilan
pun menyatakan nominee agreement batal demi hukum karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat
objektif sahnya suatu perjanjian.

...... Thisresearch is qualitative with a descriptive design, to analyze the application of nominee agreement
concept in stock and land ownership by foreignersin Indonesia. In land ownership, Article 21 paragraph (1)
in conjunction with Article 26 paragraph (2) of the Basic Agrarian Law, besides Indonesian citizens are
prohibited from owning a Freehold with any way. In stocks ownership, there are limitations for foreigner to
possess stocks and business activities which are prohibited to foreign investors. Until finally these limits
triggers the practice of the concept of nominee agreement in Indonesia as aform of smuggling law, whereby
foreigner as beneficiary, borrow the name of an Indonesian citizen as a nominee to acquire land
rights/shares. The result of this research is there are some new problems because of the concept of nominee
agreement is prohibited in the legal system of Indonesia. Several court decisions also stated nominee
agreement is null and void because the agreement does not qualify objective validity of an agreement.
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